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ABSTRACT

This study examines copyright protection in cross-country film adaptation, using My Annoying
Brother as a case study. It focuses on the effectiveness of licensing agreements in safeguarding
moral and economic rights of creators and their practical implementation in Indonesia. A
qualitative, empirical approach was applied through interviews, observation, and document
analysis. The findings reveal weaknesses in licensing registration, administrative supervision,
and legal literacy among creative industry actors. The study highlights the urgency of an
adaptive and integrated legal system aligned with international standards to strengthen
Indenesia’s intellectual property ecosystem.

Keywrods: Copyright; Film Adaptation; Licensing Agreement, Legal Certainty, Intellectual
Property.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam adaptasi film lintas
negara dengan studi kasus film My Annoying Brother. Fokus utama kajian adalah efektivitas
perjanjian lisensi dalam menjaga hak moral dan ekonomi pencipta serta tantangan
implementasinya di Indonesia. Pendekatan kualitatif dan metode empiris digunakan melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masih lemahnya
pencatatan lisensi dan pengawasan administratif, serta rendahnya literasi hukum pelaku
industri kreatif. Penelitian ini menekankan perlunya sistem hukum yang adaptif dan terintegrasi
dengan standar internasional untuk memperkuat ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta; Adaptasi Film; Perjanjian Lisensi; Kepastian Hukum; HAKIL.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Adaptasi film merupakan proses transformasi dari sebuah karya atau cerita yang telah ada
sebelumnya menjadi bentuk sinematik yang melibatkan penyesuaian kompleks terhadap
karakter, alur cerita, latar budaya, hingga elemen naratif lainnya agar karya tersebut dapat

disajikan secara efektif dalam film dan sesuai dengan ekspektasi audiens. Proses ini menjadi




semakin signifikan dalam konteks globalisasi budaya yang mendorong terjadinya pertukaran
dan reinterpretasi lintas negara. Salah satu contoh konkret dari fenomena ini adalah adaptasi
film asal Korea Selatan berjudul My Annoying Brother, karya produksi CJ ENM yang pertama
kali dirilis pada tahun 2016, dan kemudian diadaptasi ke dalam versi Indonesia oleh dua rumah
produksi ternama, yakni Lifelike Pictures dan BASE Entertainment. Adaptasi ini
mencerminkan kecenderungan industri perfilman Indonesia dalam mengikuti arus global
adaptasi film asing, di mana terjadi berbagai modifikasi agar cerita lebih relevan dengan latar
sosial-budaya Indonesia serta sesuai dengan preferensi penonton lokal, tanpa menghilangkan
esensi cerita aslinya.

Dalam konteks adaptasi lintas negara, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi
aspek fundamental yang harus dipertimbangkan secara cermat. Perjanjian lisensi yang
mengatur hubungan hukum antara pemegang hak cipta asli dan pihak adaptator memiliki
peranan penting dalam menjaga integritas karya sekaligus memberikan kerangka hukum bagi
proses adaptasi dan komersialisasinya. CJ] ENM sebagai pemegang hak eksklusif bertindak
sebagai pemberi lisensi, sedangkan Lifelike Pictures dan BASE Entertainment memperoleh hak
untuk mengadaptasi, mendistribusikan, dan mempublikasikan ulang film tersebut dalam versi
Indonesia. Lisensi ini bukan hanya bentuk perizinan, tetapi juga instrumen legal yang
menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (Hatikasari, 2019; Ridwan
etal., 2021).

Perlindungan hak cipta dalam konteks ini mencakup dua dimensi utama: hak moral dan hak
ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak
moral merupakan hak pribadi pencipta yang tidak dapat dialihkan dan mencakup pengakuan
atas nama pencipta serta perlindungan terhadap bentuk karya dari perubahan yang merusak
nilai atau makna aslinya. Adapun hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi, baik
sebagian maupun keseluruhan, selama disepakati secara tertulis. Oleh karena itu, dalam proses
adaptasi seperti My Annoving Brother, sekalipun dilakukan berbagai penyesuaian artistik dan
kultural, pihak adaptator tetap berkewajiban mencantumkan nama pencipta asli dan menjaga
substansi utama film, seperti karakter dan pesan moralnya, agar tidak mengalami distorsi
(Hapsah Pahira et al., 2023; Muis et al., 2017).

Adaptasi film lintas negara juga menghadapi tantangan hukum yang bersifat transnasional.
Globalisasi memungkinkan aliran budaya yang cepat dan luas, tetapi juga menimbulkan
kerumitan dalam penegakan hak cipta karena perbedaan sistem hukum antarnegara. Banyak
negara masih menghadapi kendala dalam membentuk regulasi hak cipta yang komprehensif
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menghadapi tantangan ini, perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement (Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights) menjadi pedoman penting bagi negara-negara dalam
menyelaraskan perlindungan hak kekayaan intelektual mereka agar sejalan dengan standar
global. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks adaptasi internasional tidak dapat
dilakukan secara unilateral, tetapi membutuhkan kerja sama lintas negara dan pengakuan
timbal balik atas hak cipta (Nurhayati et al., 2023; Thalib, 2020).

Dalam era digital, tantangan perlindungan hak cipta semakin kompleks dengan adanya
teknologi distribusi digital dan platform media sosial yang kerap menjadi sarana pelanggaran
hak cipta. Konten film sering kali tersebar luas tanpa izin melalui platform-platform tersebut,
sehingga memperbesar potensi kerugian ekonomi bagi pencipta maupun pemegang lisensi
(Kusumaningsih, 2024; R & Siswoyo, 2022). Oleh karena itu, selain penguatan hukum positif,
penting pula dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan dampak
pelanggarannya. Edukasi kepada para pencipta konten digital juga menjadi langkah strategis
untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya melindungi hasil karya mereka sendiri
(Kurniawan, 2023; Ramadhani & Yayi Tarina, 2023; Santoso et al., 2023).

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan masih menjadi persoalan serius di banyak
negara, termasuk Indonesia. Lemahnya penegakan hukum di sejumlah wilayah membuka
ruang bagi terjadinya eksploitasi ilegal terhadap karya intelektual (Soemarsono & Dirkareshza,
2021; Wijayanto et al., 2018). Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat
kampanye edukasi dan menyediakan dukungan hukum yang jelas dan aksesibel. Selain itu,
strategi perlindungan hukum tambahan seperti pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi sangat penting. Pencatatan ini memberikan
legitimasi administratif dan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, scbagaimana diatur dalam
Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014, serta meminimalkan potensi sengketa di masa
depan (Dewina et al., 2020; Disemadi & Romadona, 2021).

2. Kerangka Teori

1) Teori Fungsional

Teori fungsionalisme dalam konteks hukum memberikan pemahaman bahwa hukum
berfungsi untuk mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi, termasuk dalam bidang karya
kreatif. Dalam analogi ini, unsur hukum berkaitan dengan perlindungan hak cipta berfungsi
untuk menciptakan keseimbangan antara hak pemilik hak cipta dan kepentingan publik. Para
peneliti seperti Budiman dan Hammar menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap hak
kekayaan intelektual (HKI) dapat memberikan insentif bagi inovasi dan mendorong

pertumbuhan industri kreatif (Budiman & Hammar, 2024). Dalam konteks "My Annoying




Brother", penerapan teori fungsional menyoroti pentingnya hak cipta dalam menjaga agar
adaptasi film tersebut tidak hanya melindungi karya asli, tetapi juga memperbolehkan distribusi
yang adil di pasar internasional. Konsekuensi dari pemahaman fungsional ini adalah bahwa
negara harus menciptakan kerangka hukum yang adaptif agar perlindungan hak cipta dapat
berjalan efektif di segala konteks budaya dan ekonomi, termasuk dalam kerangka adaptasi
lintas negara.

Teori Fungsional, yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton,
memandang bahwa setiap elemen dalam struktur sosial memiliki peran penting dalam menjaga
stabilitas dan kesinambungan sistem sosial (Parsons, 1991). Dalam konteks ini, perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai mekanisme strategis yang menunjang
keseimbangan sosial dan mendorong perkembangan budaya serta kreativitas. Menurut Parsons,
sistem sosial memiliki empat fungsi utama: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan
pemeliharaan pola. Adaptasi film asing seperti My Annoving Brother menuntut penyesuaian
hukum melalui lisensi hak cipta yang sesuai dengan ketentuan internasional dan nilai lokal.
Proses ini bukan hanya urusan artistik atau komersial, melainkan juga fungsi sosial, di mana
perusahaan produksi bertugas menjembatani karya orisinal dengan budaya lokal. Lisensi hak
cipta menjamin penghormatan terhadap hak pencipta asli dan pelestarian esensi cerita,
sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Dari perspektif fungsional, hak cipta bukan sekadar
instrumen hukum, tetapi juga institusi sosial yang melindungi karya sebagai representasi nilai
budaya. Sistem lisensi adaptasi berfungsi sebagai penghubung antar pelaku budaya lintas
negara, memperkuat struktur hukum, serta menjaga harmoni sosial. Penerapan teori ini
menunjukkan bahwa regulasi hak cipta vang efektif mampu mendorong kolaborasi
internasional, meminimalisir konflik, serta menciptakan ekosistem kreatif yang sehat dan etis.
Dengan demikian, hukum hak cipta dalam adaptasi film memiliki peran strategis dalam
menjaga integrasi antara hukum, budaya, dan ekonomi kreatif.

2) Teori Hak Cipta dan Perlindungan

Teori hak cipta menyatakan bahwa pencipta karya berhak atas pengakuan dan perlindungan
terhadap karyanya, yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Menurut Svitlychnyi dan
Korotun, perlindungan hukum yang kuat untuk hak cipta menjamin bahwa pencipta dapat
memanfaatkan karyanya tanpa takut terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga (Svitlychnyi &
Korotun, 2021). Dalam konteks film "My Annoying Brother", di mana adaptasi dapat
diserahkan kepada berbagai pembuat film di negara yang berbeda, penting untuk menerapkan
perjanjian internasional yang mengakomodasi hak cipta. Hal ini diatur dalam berbagai
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cipta di seluruh negara anggota (Alfaouri, 2020). Dengan adanya teori hak cipta, adaptasi film
tersebut perlu memastikan bahwa pihak yang melakukan adaptasi telah mendapat izin dari
pemilik hak cipta asli untuk menghindari sengketa hukum di masa berikutnya.

Teori hak cipta berpijak pada prinsip dasar bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas
hasil karyanya, baik secara moral maupun ekonomi. Hak cipta memberikan legitimasi hukum
atas kepemilikan intelektual yang lahir dari kreativitas individu, sehingga tidak dapat
digunakan, disalin, atau dimodifikasi oleh pihak lain tanpa izin. Dalam perspektif ini, hak moral
mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan untuk menolak perubahan yang
merusak integritas karya tersebut, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan
manfaat finansial dari pemanfaatan karya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta, 2014). Teori ini relevan dalam konteks adaptasi film lintas negara karena menyangkut
reproduksi dan transformasi karya ke dalam bentuk budaya baru yang berbeda dari versi
aslinya. Dalam kasus adaptasi film My Annoying Brother oleh industri film Indonesia,
perlindungan hak cipta menjadi landasan hukum yang memastikan bahwa pencipta asli tetap
mendapatkan pengakuan serta kompensasi yang layak atas penggunaan karyanya. Selain itu,
teori ini juga menekankan pentingnya perjanjian lisensi sebagai mekanisme legal yang
menjembatani hubungan antara pemilik hak cipta dan pihak adaptasi, serta menetapkan batasan
yang jelas terhadap ruang lingkup penggunaan karya. Oleh karena itu, teori hak cipta tidak
hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam melindungi karya film
sebagai bagian dari kekayaan budaya dan ekonomi kreatif yang berkembang lintas negara.

3) Kepastian Hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kepastian hukum merupakan kunci dalam melindungi hak kekayaan intelektual, terutama
dalam konteks film lintas negara. Peneliti seperti Nguyen et al. menunjukkan bahwa di negara-
negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem hukum mereka, pelanggaran
hak cipta dapat ditekan lebih efektif (Nguyen et al., 2024). Kepastian hukum memberikan
kerangka yang jelas bagi pembuat film untuk menjalankan hak-hak mereka dan juga mengatur
jalur bagi mereka yang ingin menggunakan karya-karya yang dilindungi. Dalam penelitian ini,
kepastian hukum dikaitkan dengan ketersediaan pendaftaran resmi dan pelaksanaan hukum
yang dapat diandalkan di negara-negara yang terlibat dalam distribusi film (Dutt & Nyman-
Metcalf, 2021). Tujuannya adalah menghadirkan suatu ekosistem yang tidak hanya melindungi
pemilik karya, tetapi juga mendukung inovasi di industri film, yang penting untuk
pengembangan budaya asli dan adaptasi yang berevolusi di dalam kerangka global.

Kekayaan Intelektual (HAKI) berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

hasil karya cipta dan inovasi, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, hingga




indikasi geografis. Perlindungan ini menjamin pengakuan moral serta hak atas manfaat
ekonomi bagi pencipta. Namun, implementasi HAKI di Indonesia masih menghadapi berbagai
hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai hukum dan ekonomi karya
mereka. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan maupun ketidakpedulian. Selain itu,
kendala struktural seperti kurangnya aparat terlatih, lemahnya infrastruktur hukum, dan
terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa turut menghambat efektivitas perlindungan
HAKI. Perkembangan teknologi digital juga memperumit tantangan perlindungan HAKI,
karena kemudahan penyebaran konten mendorong praktik pembajakan yang meluas. Oleh
karena itu, diperlukan strategi komprehensif, mulai dari peningkatan literasi HAKI, penguatan
penegakan hukum, hingga investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia yang
kompeten di bidang ini. Dalam konteks adaptasi film asing, perlindungan HAKI menjadi
semakin krusial. Proses adaptasi harus dilakukan secara legal dan adil, dengan tetap melindungi
hak pencipta asli dan memberi kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah, baik
pusat maupun daerah, harus berperan aktif dalam merumuskan regulasi yang mendukung
perlindungan hak cipta dan mendorong adaptasi karya asing dalam kerangka hukum yang
tegas.
3. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam ranah kajian perlindungan hukum terhadap hak
cipta dengan fokus pada studi kasus konkret adaptasi film lintas negara, yakni My Annoying
Brother, sebagai representasi dinamika kekayaan intelektual di era globalisasi budaya.
Meskipun isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah banyak dibahas, khususnya
dalam konteks pelanggaran hak cipta dan regulasi nasional, penelitian ini menghadirkan
pendekatan yang lebih spesifik, sistematis, dan kontekstual terhadap proses adaptasi karya
asing ke dalam budaya lokal Indonesia. Kebaruan utama terletak pada integrasi antara teori hak
cipta dan teori fungsionalisme sebagai landasan analisis yang memposisikan hak cipta tidak
semata sebagai isu hukum privat, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam sistem sosial dan
budaya. Pendekatan ini memberikan pemahaman baru bahwa perlindungan hukum terhadap
hak cipta dalam adaptasi film tidak hanya bertujuan menjaga hak individual pencipta,
melainkan juga menjaga kohesi sosial, kesinambungan budaya, dan stabilitas sistem hukum
lintas negara.

Penelitian ini juga memperluas wacana tentang bagaimana hukum hak cipta di Indonesia
berinteraksi dengan ketentuan hukum internasional, seperti TRIPS Agreement, dan bagaimana
praktik adaptasi film menuntut kepatuhan tidak hanya terhadap peraturan nasional, tetapi juga

norma-norma internasional. Dalam banyak kajian sebelumnya, pembahasan hak cipta dalam




film lebih berfokus pada aspek pelanggaran digital atau pembajakan, namun penelitian ini
menggali lebih dalam aspek legalitas lisensi dan perlindungan hak moral pencipta dalam proses
transformasi lintas budaya. Penekanan terhadap pentingnya perjanjian lisensi sebagai
instrumen hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai sarana menjaga
integritas karya asli, merupakan kontribusi konseptual yang memperkaya literatur hukum
kekayaan intelektual. Penelitian ini menekankan bahwa dalam proses adaptasi film asing,
seperti yang dilakukan terhadap My Annoying Brother, lisensi bukan hanya alat legal untuk
memperoleh hak pakai, melainkan juga jembatan etis dan kultural yang harus dibangun dengan
sensitivitas hukum dan sosial yang tinggi.

Kebaruan lainnya terletak pada penelusuran keterkaitan antara perlindungan hak cipta dan
peran institusi hukum dalam menciptakan ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung
pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan,
penegakan hukum, serta edukasi publik. Di tengah lemahnya penegakan hukum dan literasi
HAKI di Indonesia, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih progresif melalui
sinergi antara regulasi, sistem lisensi yang komprehensif, serta keterlibatan aktif lembaga
negara dan sektor kreatif.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa dalam konteks adaptasi film lintas negara,
dimensi sosial dan budaya sangat menentukan keberhasilan perlindungan hak cipta. Dengan
menggunakan teori fungsionalisme sebagai pendekatan pelengkap, penelitian ini berhasil
menjelaskan bahwa keberadaan hukum hak cipta juga memiliki fungsi integratif dalam sistem
sosial, yang berperan menjaga relasi yang harmonis antara pelaku industri, pencipta, negara,
dan masyarakat. Pendekatan ini belum banyak diadopsi dalam penelitian hukum sebelumnya
yang cenderung mengisolasi aspek hukum dari konteks sosial-budaya.

4. Permasalahan

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap hak cipta dalam praktik adaptasi film lintas negara, khususnya pada kasus film
My Annoying Brother yang diadaptasi ke dalam versi Indonesia. Meskipun telah terdapat
regulasi yang mengatur tentang hak cipta, baik dalam lingkup nasional melalui Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maupun dalam lingkup internasional
melalui perjanjian seperti TRIPS Agreement, implementasi perlindungan hukum terhadap hak
cipta dalam adaptasi lintas negara masih menyisakan sejumlah persoalan yang kompleks dan
multidimensional. Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap prosedur lisensi,

tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma hukum nasional dapat mengakomodasi nilai-




nilai hukum internasional, sekaligus tetap relevan terhadap konteks sosial-budaya lokal tempat
karya tersebut diadaptasi.

Salah satu permasalahan utama adalah masih lemahnya pemahaman sebagian besar pelaku
industri kreatif di Indonesia terhadap mekanisme hukum hak cipta, terutama dalam konteks
lisensi adaptasi lintas negara. Banyak pelaku industri perfilman belum sepenuhnya memahami
pentingnya perlindungan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta asli, yang sering kali
terabaikan dalam proses adaptasi. Kondisi ini membuka celah terjadinya pelanggaran hak cipta,
baik secara tidak sengaja maupun karena kelalaian dalam menyusun kontrak yang sesuai
standar hukum internasional. Padahal, ketidaksesuaian dalam klausul lisensi dapat berdampak
serius terhadap legitimasi distribusi karya di pasar global, serta menciptakan konflik hukum
yang merugikan kedua belah pihak.

Permasalahan kedua adalah kurangnya instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang
efektif terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta. Meskipun hukum positif di Indonesia
sudah memberikan ruang bagi pelindungan hak pencipta melalui pencatatan lisensi di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam praktiknya, tidak semua perjanjian
tercatat secara resmi. Hal ini membuat posisi hukum para pihak menjadi lemah, terutama ketika
terjadi sengketa hak cipta atau klaim pelanggaran. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya
manusia yang memahami hukum kekayaan intelektual secara spesifik juga menjadi tantangan
tersendiri, baik di kalangan aparat penegak hukum, praktisi hukum, maupun pelaku industri.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah potensi benturan antara kepentingan
komersial dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam proses adaptasi, sering kali terjadi pergeseran
makna, perubahan alur, atau bahkan penghilangan elemen-elemen penting dari karya asli demi
menyesuaikan dengan pasar lokal. Hal ini dapat menimbulkan persoalan pelanggaran terhadap
hak moral pencipta, yang secara hukum tidak dapat dialihkan, dan merupakan hak melekat
yang wajib dihormati oleh pihak adaptator. Ketidakseimbangan antara upaya adaptasi dan
penghormatan terhadap esensi karya asli menjadi isu etis dan hukum yang perlu ditangani
secara serius.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi
dan mengkaji secara kritis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses adaptasi film
lintas negara, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang telah diterapkan dalam
konteks nasional dan internasional. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi normatif dan
praktis untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam
mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berbasis pada penghargaan terhadap karya

orisinal.




B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (Fadli,
2021; Sugiyono, 2019), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan
kontekstual mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam praktik adaptasi film
lintas negara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi
fenomena hukum tidak hanya sebagai norma tertulis atau dokumen formal, tetapi juga sebagai
praktik sosial yang hidup dalam interaksi antara aktor-aktor hukum, budaya, dan ekonomi
kreatif (Muhaimin, 2020). Dengan menitikberatkan pada kajian empiris, penelitian ini
mengutamakan pengamatan langsung terhadap proses dan praktik hukum yang berlangsung di
lapangan, sehingga mampu menangkap dinamika aktual yang sering kali tidak tercermin secara
eksplisit dalam dokumen hukum. Dalam konteks ini, kasus adaptasi film My Annoying Brother
ke dalam versi Indonesia menjadi titik fokus utama untuk menelusuri bagaimana regulasi hak
cipta dijalankan dalam praktik, sejauh mana perjanjian lisensi dilaksanakan sesuai ketentuan
hukum, serta bagaimana hak moral dan ekonomi pencipta dilindungi dalam proses tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam,
observasi langsung, dan studi dokumentasi (Fadli, 2021; Purwanza et al., 2022). Wawancara
mendalam dilakukan terhadap narasumber kunci yang berperan langsung dalam proses
adaptasi film, yakni perwakilan dari rumah produksi Lifelike Pictures sebagai penerima lisensi
resmi; pejabat dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di bawah DJKI yang memiliki
kewenangan dalam pencatatan lisensi; serta pelaku industri perfilman dan konsultan hukum
kekayaan intelektual sebagai pihak yang memahami konteks operasional dan legal di sektor
kreatif. Observasi langsung dilakukan terhadap proses produksi, distribusi, serta dinamika
hukum dan sosial yang melingkupi praktik adaptasi film. Sementara itu, studi dokumentasi
mencakup analisis terhadap arsip perjanjian lisensi, dokumen kebijakan internal, serta
peraturan hukum nasional dan internasional seperti UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan
ketentuan dalam TRIPS Agreement. Penelitian ini bersifat evaluatif, yakni bertujuan menilai
efektivitas dan kontribusi nyata dari perjanjian lisensi sebagai instrumen hukum dalam
menjamin perlindungan hak cipta, termasuk pengakuan atas hak moral, pembagian royalti,
batasan modifikasi cerita, dan pencatatan administratif. Seluruh data dianalisis menggunakan
metode deskriptif-deduktif, dengan mengkaji temuan empiris berdasarkan teori hukum yang
relevan seperti teori fungsionalisme dan teori hak cipta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
menjelaskan bagaimana hukum berfungsi tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga
sebagai bagian dari sistem sosial yang menopang keharmonisan antar pelaku budaya dalam

ranah industri kreatif.




C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam
adaptasi film lintas negara, seperti pada kasus My Annoying Brother, masih menghadapi
tantangan baik secara struktural maupun implementatif. Berdasarkan wawancara dengan
perwakilan Lifelike Pictures, diketahui bahwa perjanjian lisensi antara pihak produksi
Indonesia dengan CJ ENM telah dilakukan secara resmi dan tertulis, mencakup pengakuan atas
hak moral pencipta asli serta pembatasan modifikasi yang tidak merusak substansi cerita.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kesenjangan antara isi perjanjian dengan praktik di
lapangan, terutama dalam hal pencatatan lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI). Beberapa narasumber dari pihak DJKI mengakui masih terdapat keterbatasan dalam
hal sosialisasi dan pengawasan administratif terhadap pelaksanaan lisensi hak cipta, termasuk
dalam hal pemantauan apakah semua ketentuan perjanjian ditaati oleh pihak adaptator.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa adaptasi film My Annoving Brother
mengalami sejumlah penyesuaian kultural yang tidak berdampak signifikan terhadap esensi
cerita, namun tetap memunculkan perdebatan etis mengenai batas modifikasi yang dapat
diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara hukum telah ada perlindungan,
pelaksanaan di lapangan masih dipengaruhi oleh pertimbangan komersial dan selera pasar.
Studi dokumentasi juga menemukan bahwa sistem pencatatan lisensi di DJKI belum
sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pemantauan digital, yang dapat mempersulit
pengawasan terhadap pelaksanaan hak cipta dalam distribusi film secara daring. Secara umum,
hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara peraturan hukum yang ada,
kepatuhan pelaku industri terhadap isi lisensi, serta penguatan institusi yang menangani
pelindungan HAKI agar hak moral dan ekonomi pencipta tetap terlindungi, terutama dalam
konteks adaptasi lintas negara yang melibatkan dinamika budaya dan sistem hukum yang
berbeda.

2) Pembahasan
a) Perlindungan Hak Cipta dalam Adaptasi Film Lintas Negara dalam Perspektif
Teori Fungsional

Perlindungan hukum hak cipta dalam konteks adaptasi film lintas negara merupakan aspek
krusial untuk menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keberlanjutan industri kreatif. Teori
fungsionalis, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton, dapat digunakan

untuk memahami bagaimana hukum hak cipta berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan




integrasi sosial serta mencapai tujuan sosial yang lebih besar dalam konteks interaksi budaya
global.

Hukum hak cipta berperan sebagai alat yang menjamin hak-hak pencipta dan pemilik karya,
sehingga memberikan jaminan atas kepemilikan intelektual yang kemudian berfungsi sebagai
pendorong inovasi dan produktivitas dalam industri kreatif. Menurut Rahayu dan Fitrianda,
perlindungan hak cipta tidak hanya penting untuk pengakuan identitas budaya, seperti dalam
kasus lagu tradisional Aceh, tetapi juga fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan
pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada kekayaan budaya lokal (Rahayu &
Fitrianda, 2020). Hukum hak cipta berkontribusi pada stabilitas sosial dengan menciptakan
ruang yang aman bagi pencipta untuk mengeksplorasi inovasi dan menghasilkan karya baru.

Pendekatan fungsionalisme menggarisbawahi pentingnya adaptasi hukum hak cipta dalam
konteks masyarakat yang terus berubah, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Penegakan hukum hak cipta dianggap sebagai cara untuk mencapai keteraturan sosial karena
memberikan area yang jelas bagi para pencipta dan pengguna karya untuk beroperasi (Muktar,
2021). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fungsionalisme yang menekankan pada peran
hukum dalam menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta menentukan norma
yang mengatur perilaku sosial (Sudjana, 2020).

Dari sudut pandang Merton, pelanggaran terhadap hak cipta sering kali terjadi ketika tujuan
penciptaan tidak diimbangi dengan sarana yang memadai untuk melindungi hak-hak tersebut.
Dalam konteks adaptasi film, hal ini terlihat jelas di mana film yang diadaptasi dari budaya lain
memungkinkan perpaduan antarbudaya tetapi juga membawa risiko pelanggaran hak cipta
(Sudjana, 2020). Oleh karenanya, penting bagi negara-negara yang terlibat dalam produksi film
lintas budaya untuk memperkuat kerangka hukum hak cipta yang bersifat melindungi dan
mendorong kerjasama internasional dalam menjaga hak-hak pencipta.

Selain itu, hak cipta juga berfungsi untuk melindungi hak moral pencipta, yang
berhubungan dengan integritas dan reputasi karya mereka. Penelitian oleh Saputra
menyebutkan bahwa perlindungan hak moral sangat penting dalam konteks karya kreatif
seperti fotografi dan desain grafis, di mana pelanggaran dapat berakibat fatal terhadap citra dan
nilai kreativitas individu. Dengan demikian, hukum hak cipta, yang mencakup hak moral,
bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi berdampak pada penghargaan budaya dan
pengakuan sosial bagi pencipta (Saputra et al., 2024). Hal ini menciptakan harmoni dalam
interaksi budaya lintas negara yang kaya dan beragam, sambil tetap menghargai hak-hak

individu.




Kelemahan dalam penegakan hukum hak cipta sering kali berakar dari perbedaan
pendekatan hukum antar negara yang dapat menciptakan celah dalam perlindungan hak cipta.
Fenomena ini merujuk pada konflik dalam implementasi hak cipta di beragam platform digital
dan media sosial (Saputra etal., 2022). Pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform-platform
ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kerjasama internasional yang kuat dan kemauan politik
dari berbagai pihak, perlindungan hak cipta tidak akan seefektif yang diharapkan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum progresif, pentingnya perlindungan hak cipta dalam
budaya populer juga mengalami peningkatan peran, di mana pelaku industri harus
mengadaptasi diri terhadap dinamika yang terjadi dalam dunia digital dan sosial (Kurniawan,
2023). Hukum hak cipta yang adaptif dapat berfungsi untuk mengentaskan ketidakpastian
hukum yang sering menjadi penghalang bagi pencipta dan pelaku industri lainnya yang ingin
berpartisipasi dalam ekonomi kreatif.

Dalam industri film, khususnya yang bersifat lintas negara, aspek pemanfaatan dan
pengembangan budaya perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Pelanggaran hak cipta pada
konten yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga perlu disikapi dengan tindakan tegas untuk
mengurangi pelanggaran yang ada (Ginting, 2020). Institusi dan lembaga yang mengelola hak
cipta juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya
perlindungan hak cipta sebagai bagian dari peningkatan kesadaran hukum, yang merupakan
bagian dari integrasi sosial yang lebih besar.

b) Relevansi Teori Hak Cipta terhadap Perlindungan Moral dan Ekonomi Pencipta

dalam Adaptasi Film

Dalam eksplorasi tentang perlindungan hukum hak cipta dalam adaptasi film lintas negara,
penting untuk menggali relevansi teori hak cipta terhadap perlindungan moral dan ekonomi
pencipta. Teori ini menetapkan hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkan dan
memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hak-hak ini dapat terintegrasi dalam
konteks industri film global. Hak cipta, menurut hukum yang berlaku, terdiri dari dua
komponen utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberi pengakuan kepada
pencipta dan melindungi integritas karya mereka, sementara hak ekonomi berfungsi untuk
memberikan keuntungan finansial dari karya tersebut. Di film "My Annoving Brother", tema
ini relevan dalam konteks adaptasi lintas negara, di mana pencipta sering kali menghadapi
tantangan dalam menjaga hak-hak mereka.

Pentingnya hak eksklusif pencipta dapat dilihat dari perspektif moral dan ekonomi, di mana
hak moral menjamin bahwa pencipta diakui sebagai sumber karya dan berhak atas pengaturan

bagaimana karya mereka digunakan. Hak ini memberikan kekuatan kepada pencipta dalam




mempertahankan integritas karya mereka, yakni memastikan bahwa karya tersebut tidak
diubah atau disajikan dengan cara yang merugikan reputasi mereka (Israhadi, 2023). Meskipun
hak ekonomi sering kali dianggap lebih dominan, hak moral tetap esensial, terutama ketika
karya diadaptasi ke dalam format lain, seperti film (Noor, 2019). Selain itu, pengakuan
terhadap hak pencipta dalam penggunaan karya membantu mencegah eksploitasi yang dapat
timbul akibat transfer budaya dan konten di aras lintas batas (Regent et al., 2021).

Lisensi menjadi aspek yang sangat krusial, karena kesepakatan lisensi memberikan
kepastian hukum tentang bagaimana karya dapat digunakan dan diadaptasi. Tanpa lisensi yang
jelas, adaptasi film lintas negara berisiko mengabaikan hak pencipta, yang dapat mengarah
pada konflik dan pelanggaran hak cipta (Santina etal., 2023). Lisensi memainkan peran penting
dalam memastikan bahwa pencipta menerima kompensasi yang adil dari adaptasi karya
mereka. Dalam pengaturan internasional, ketentuan lisensi menjadi lebih rumit karena variasi
yurisdiksi dan hukum yang berbeda. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perjanjian
lisensi, pencipta dapat menjaga hak-hak mereka dan menghindari eksploitasi (Sulistianingsih
etal., 2024).

Di era digital, hak cipta perlu dipelajari untuk memahami dampaknya pada ekonomi kreatif.
Perlindungan hak cipta tidak hanya menciptakan insentif untuk inovasi tetapi juga
memperbaiki ekosistem ekonomi dengan memberikan keamanan kepada pencipta untuk
menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam proses kreatif (Wisnu Wijaya et al., 2024).
Penegakan hak cipta yang lemah dapat merugikan pencipta secara ekonomi, memengaruhi
kemampuan mereka untuk berkarya dalam lingkungan yang sangat kompetitif (Yanto, 2022).
Ketidakpastian mengenai royalti dan kompensasi juga perlu diperhatikan, terutama saat
adaptasi karya dari satu negara ke negara lain (Ariani, 2021).

Dalam kajian film "My Annoying Brother", aspek moral dan ekonomi dari hak cipta perlu
dievaluasi secara menyeluruh. Film ini merupakan contoh konkret di mana adaptasi karya lain
bisa menjadi titik perdebatan mengenai kepemilikan hak dan perlindungan kreator.
Perlindungan moral yang berasal dari hak cipta dapat memberikan perlindungan substantif bagi
pencipta, memastikan bahwa mereka diakui dan dihargai sesuai dengan kontribusi yang telah
mereka buat terhadap konten yang dihasilkan (Anugrah, 2023). Jika satu adaptasi tidak
mencerminkan visi asli pencipta, hal ini dapat merugikan reputasi mereka.

Implementasi prinsip afirmasi hak pencipta dan penegakan hukum yang tegas sangat
penting dalam memastikan bahwa semua pihak memahami implikasi legal dan moral dari
adaptasi. Pembuat film dan studio harus memahami pentingnya lisensi dan royalti yang adil

agar pencipta tidak dirugikan (Yustisio & Asshidiq, 2024). Dalam pengaturan internasional,




perbedaan hukum sering kali memberikan tantangan, di mana adaptasi dapat dilakukan tanpa
izin yang cukup, mengancam integritas dan hak ekonomi pencipta (Gray & Suzor, 2020). Oleh
karena itu, perlindungan hak cipta harus dilihat sebagai komponen vital dalam industri media
dan hiburan, dengan perhatian penuh terhadap semua aspek legal yang ada dalam proses
adaptasi (Mohamad Isa et al., 2023)

Dengan meningkatnya tantangan seputar digitalisasi dan penggunaan teknologi baru,
pemahaman yang lebih baik tentang hak moral dan ekonomi sangat penting. Pencipta harus
diberdayakan untuk memahami bagaimana mengamankan hak-hak mereka di dunia yang
berkembang ini. Hal ini mencakup perlunya pembaruan dalam kerangka hukum untuk
menjawab tantangan baru yang muncul (Rahmawan et al., 2023). Kolaborasi antara pengacara,
pencipta, dan lembaga pengelola hak harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang
lebih aman bagi pendukung kreatif (Auralita, 2023).

Adaptasi film lintas negara membawa problematika kompleks berkaitan dengan hak cipta.
Namun, pemahaman yang mendalam tentang relevansi teori hak cipta terhadap perlindungan
moral dan ekonomi pencipta dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesadaran tentang
pentingnya penghargaan terhadap karya dan kreator (Pathak & Muralidharan, 2020). Penelitian
lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara baru agar perlindungan hak cipta dapat
dioptimalkan, tidak hanya bagi pencipta tetapi juga untuk benefit industri film secara
keseluruhan (Sahrul et al., 2023).

¢) Urgensi Kepastian Hukum dalam Menjamin Perlindungan HAKI pada Adaptasi

Film Asing di Indonesia

Urgensi kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI),
khususnya hak cipta, menjadi krusial dalam konteks adaptasi film asing di Indonesia. Di era
globalisasi, di mana batas-batas negara semakin kabur dan pertukaran budaya lintas negara
menjadi semakin intensif, sistem hukum yang jelas dan konsisten sangat dibutuhkan. Kepastian
hukum bukan hanya menjamin hak pencipta dan produsen karya seni, tetapi juga memperkuat
posisi Indonesia dalam industri kreatif global. Penegakan hukum yang efektif dapat
meningkatkan kepercayaan para pelaku industri terhadap sistem perlindungan negara, yang
pada akhirnya mendorong tumbuhnya inovasi dan daya saing industri kreatif nasional (Gaffar
etal., 2021).

Salah satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum adalah sistem pencatatan
lisensi yang efisien dan transparan. Pendaftaran lisensi bukan hanya prosedur administratif,
melainkan alat bukti hukum yang sah dalam menghadapi potensi sengketa hak cipta.

Pencatatan hak cipta, termasuk pada program komputer dan basis data, merupakan langkah




krusial untuk memberikan rasa aman bagi pencipta dalam berinovasi. Namun, di Indonesia,
masih banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, yang belum memahami pentingnya
pendaftaran hak cipta. Sekitar 26% dari pelaku UMKM mengabaikan perlindungan hukum
terhadap karya digital mereka, yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta
(Nurani et al., 2023).

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari ketidaksesuaian antara hukum nasional dan
perkembangan budaya serta teknologi. ketidakharmonisan regulasi dapat menciptakan
ketidakpastian hukum, yang berdampak langsung pada perlindungan hak cipta lintas negara.
Indonesia yang telah terikat dengan perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement perlu
melakukan harmonisasi hukum agar sejalan dengan praktik global dan dinamika industri.
Dalam hal ini, kejelasan peraturan serta konsistensi penerapannya menjadi kunci penting untuk
menjamin hak pencipta secara komprehensif (Damanik et al., 2023).

Penegakan hukum juga memainkan peran vital dalam menciptakan kepastian hukum.
Lemahnya penegakan hukum membuka celah pelanggaran oleh pihak tidak bertanggung
jawab, yang dapat merugikan pencipta dan menurunkan insentif untuk berkarya. Oleh karena
itu, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase menjadi penting
untuk menyediakan proses yang cepat, adil, dan efisien (Akyuwen et al., 2023). Edukasi hukum
kepada pelaku industri kreatif juga menjadi bagian integral dari upaya menciptakan sistem
yang inklusif dan responsif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam
adaptasi film lintas negara, sebagaimana dianalisis melalui studi kasus My Annoying Brother
versi Indonesia, masih menghadapi tantangan normatif dan implementatif. Meskipun secara
teoritis hukum hak cipta berfungsi strategis untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta
serta menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan fungsional, secara praktik ditemukan
ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi, seperti lemahnya pencatatan lisensi,
kepatuhan terhadap perjanjian, dan minimnya pengawasan. Rendahnya literasi hukum pelaku
industri dan kurang optimalnya integrasi dengan hukum internasional seperti TRIPS Agreement
memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang adaptif terhadap
dinamika budaya dan teknologi. Pemerintah perlu memperkuat edukasi hukum bagi pelaku
industri, mengembangkan sistem pencatatan lisensi yang digital dan terintegrasi, serta
meningkatkan pengawasan oleh DJKI. Selain harmonisasi regulasi nasional dengan perjanjian
internasional, penegakan hukum yang tegas dan penyediaan jalur penyelesaian sengketa

alternatif seperti mediasi dan arbitrase menjadi strategi penting untuk menjamin perlindungan




hak cipta yang lebih efektif dan berkelanjutan di era industri kreatif global.Sebagai upaya

penguatan perlindungan hak cipta ke depan, pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum

kepada masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif dan UMKM, agar memahami pentingnya

pencatatan dan lisensi secara sah dan menyeluruh. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(DJKI) juga perlu mengembangkan sistem pencatatan yang efisien, digital, dan terintegrasi,

serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi lisensi. Harmonisasi hukum nasional

dengan perjanjian internasional sangat diperlukan untuk menghindari konflik yurisdiksi serta

memastikan perlindungan hak cipta lintas batas. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan

secara tegas dengan tetap membuka ruang penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti

mediasi dan arbitrase.
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